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Abstrak
 

Prinsip Kerahasiaan Bank di Indonesia menganut prinsip teori relatif, artinya dalam hal kepentingan umum

dan kepentingan negara masih terdapat pengecualian kerahasiaan bank. Namun dalam prakteknya, penegak

hukum masih kesulitan dalam mengakses data perbankan disebabkan birokrasi dan persyaratan yang

ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Pencucian Uang hadir sebagai jembatan dalam mengatasi permasalahan penegak hukum

terkait prinsip kerahasiaan bank melalui pemanfaatan informasi PPATK. Adapun permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pengecualian kerahasiaan bank di Indonesia dan

bagaimana pelaksanaan pengecualian kerahasiaan bank dalam pemanfaatan informasi PPATK oleh instansi

penegak hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian

yuridis normatif berupa studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber. Hasil dari penelitian tersebut

adalah prinsip kerahasiaan bank sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan nasabah, namun dalam

prakteknya prinsip kerahasiaan bank seringkali menyulitkan proses penegakan hukum. Pemanfaatan

informasi PPATK oleh penegak hukum merupakan salah satu solusi untuk menembus kerahasiaan bank,

namun dalam prakteknya masih terdapat hambatan bagi penegak hukum terutama terkait efektivitas

pemanfaatannya. Sehingga dibutuhkan usulan untuk dapat merevisi undang-undang perbankan yang berlaku

saat ini dan memaksimalkan pemanfaatan informasi PPATK oleh penegak hukum.

......The principle of Bank Secrecy in Indonesia has a relative theory principle, this means that in terms of

public interest and state interest, there are some exceptions to bank secrecy. However, in practice, law

enforcers find it difficult to access banking information due to bureaucracy and requirements in the Banking

Law. Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering is present as a

solution in overcoming law enforcement problems related to the principle of bank secrecy through the

utilization of INTRAC information. The problem in this research are how the provisions for exceptions to

bank secrecy in Indonesia and how the implementation of the exceptions bank secrecy in the utilization of

INTRAC information by law enforcement agencies. To answer these problems, this research uses normative

juridical research methods in the form of literature studies and interviews with experts. The result of this

research are the principle of bank secrecy is needed to maintain customer trust, but in practice the principle

of bank secrecy often complicates the law enforcement process. The utilization of INTRAC information by

law enforcement is one of solution to penetrate bank secrecy, but in practice there are still obstacles for law

enforcement, especially regarding the effectiveness. Therefore, a proposal is needed to revise the current

banking law and maximizing the use of PPATK information in law enforcerment.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920537404&lokasi=lokal

